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B A B  VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa sebagai

berikut:

1. Bentuk pemanfaatan aset tanah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur yaitu terdapat 26 lahan yang dimanfaatkan melalui

pola Sewa, 3 lahan dimanfaatkan melalui pola Pinjam Pakai dan 5 lahan

yang dimanfaatkan dengan pola Bangun Guna Serah;

2. Pemanfaatan aset tanah melalui pola Bangun Guna Serah oleh PT.

Subasuka Go yang berlokasi di Jl. Cak Doko, Kelurahan Oetete,

Kecamatan Oebobo, memberikan nilai manfaat kepada Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa kontribusi terhadap Pendapatan

Asli Daerah untuk 30 tahun kedepan dengan total nilai sebesar Rp.

9.446.670.453;

3. Fasilitas yang telah dibangun oleh pihak mitra dengan pemanfaatan pola

Bangun Guna Serah ini, akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur setelah masa kontrak selesai sampai tahun 2046.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran sebagai

berikut :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan meningkatkan

efektivitas aset tanah yang merupakan Barang Milik Daerah sehingga

memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
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2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan memanfaatkan

aset tanah dengan pola Bangun Guna Serah karena dapat memberikan

nilai kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli

Daerah dibandingkan dengan pola pemanfaatan lainnya;

3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan untuk

memanfatkan segala fasilitas yang akan diterima pada saat selesai masa

kontrak, untuk kepentingan pelayanan publik.
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